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QANUN ACEH 

NOMOR  10   TAHUN 2007 

TENTANG 

BAITUL MAL  

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan 

pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensi 

ekonomi umat Islam, perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh 

sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab; 

b. bahwa dalam kenyataannya, pengelolaan zakat, wakaf dan harta 

agama lainnya telah lama dikenal dalam masyarakat Aceh, namun 

pengelolaannya belum dapat secara optimal; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 

dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan zakat, wakaf, dan harta 

agama dikelola oleh Baitul Mal yang diatur dengan Qanun Aceh; 

d. bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk Qanun Aceh 

tentang Baitul Mal. 

Mengingat : 1. Al-Qur’an; 

  2.  Al-Hadist; 

  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1103); 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 

(Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3893); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548); 

11.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459); 

12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);  

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 ); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105); 



 3 

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum 

dalam rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan 

Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 

Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 

19. Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 

Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah 

Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30); 

20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 

tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4); 

21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 

tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar 

Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 

2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5); 

22. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 

tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten/Kota 

dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam Nomor 18); 
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23. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 

tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah 

Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran 

Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 16 

Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam Nomor 19); 

24. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 

tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

Nomor 21); 

25. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan 

Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 

Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 

Tahun 2007 Nomor 03);  

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Keputusan Menteri Agama  Republik Indonesia, Nomor 373 Tahun 

2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 

tentang Pengelolaan Zakat; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 

dan 

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM  

 MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG BAITUL MAL. 
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BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan 

masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia               

Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. 

3. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas 

gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin 

oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.  

4. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah 

Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan 

urusan rumah tangga sendiri. 

5. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai 

dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 

6. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 

7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses 

demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil. 


